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PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.TSe

- AT, L -
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan

dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 23 Desember 1989, agama
Islam, pekerjaan lbu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi
Kalimantan Utara sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 10 Agustus 1982, agama
Islam, pekerjaan Tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu KAB BULUNGAN,
Provinsi Kalimantan Utara, Tetapi Sekarang Sudah Tidak Di
Ketahui Lagi Keberadaannya Yang Pasti Diseluruh Wilayah

Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2019
telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.TSe,
tanggal 24 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Oktober

2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung
Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Kutipan Akta
Nikah Nomor 277/39/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013;
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
Jalan Bukit Jati, RT.15, RW. 03, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor,
Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara selama 4 tahun;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
2 orang anak, masing-masing bernama :

- Kouzi Fayrurri Arifky bin Tri Imansyah

- Arauhie Rizgia Ramadhanie binti Tri Imansyah;

4. Bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :

5.1. Tergugat sering marah-marah jika dimintai tolong oleh Penggugat untuk
membantu pekerjaan rumah tangga seperti mengangkat galon ke
dispenser dan menjaga anak sebentar saat Penggugat mau pergi
kewarung.

5.2. Tergugat malas berkerja mencari nafkah yang layak untuk keluarga,
sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Tergugat pergi
meninggalkan kediaman bersama pada bulan Februari 2017 dan sejak saat
itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama;

7. Bahwa selama pisah tempat kediaman Penggugat sempat beberapa kali
mencari meberadaan dan mencoba menghubungi kerabat serta rekan kerja
Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua
belah pihak;

9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa
sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan
dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatukan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tri Imansyah bin Suhara)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan
perundang-undangan yang berlaku;
Subsider :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai
dengan Tergugat, dan Penggugat menyerahkan surat pernyataan untuk mencabut
perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;
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Menimbang, bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat menyerahkan surat pernyataan untuk

mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut belum
memasuki pokok perkara dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat karena
Tergugat tidak hadir, maka Hakim menilai pencabutan Penggugat beralasan hukum
dan oleh karena itu Hakim mengabulkan pencabutan perkara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.TSe dicabut;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp426000,00 ( empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari
2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh
kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan
dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Akhmad Najin, S.Ag.

Panitera Pengganti,
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Drs. M. Nasir
Perincian biaya :

Pendaftaran Rp30.000,00
Proses Rp50.000,00
Panggilan Rp300.000,00

oy ~wnE

PNBP Panggilan Rp20.000,00
PNBP Pencabutan Rp10.000,00
Redaksi Rp10.000,00
Meterai Rp6.000,00
Jumlah Rp426.000,00

(' empat ratus dua puluh satu ribu rupiah )
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